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Keberadaan BPD sejak dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 BPD sangat berperan
penting di wilayah perdesaan. Selain itu BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Menurut UU
No. 6 Tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan
yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan tidak boleh merungikan kepentingan umum, contohnya seperti: terganggunya kerukunan
antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya
ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa serta diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antargolongan, serta gender.

BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan
menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya
meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD
memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal
yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa
dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan

dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimanakah
mekanisme dan tata cara pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
terhadap Kinerja Kepala Desa, serta untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dalam
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai kriteria dan prosedur

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi
kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan
sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Untuk menganalisis isu
hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Ada beberapa kegiatan di dalam peran pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD,
yaitu: @) BPD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksanaan
pengawasan RPJM-Desa, oleh BPD terhadap rancangan yang dijalankan oleh kepala desa,
sehingga terjadi hubungan kerja sama antara kedua lembaga desa tersebut, dalam hal ini
kepala desa dan BPD; b) Pengawasan Keuangan, yakni suatu upaya yang sistematik untuk
menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik
informasi, untuk membandingkan Kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan,
untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk
mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber
daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien, guna untuk
mencapai suatu tujuan perusahaan ataupun pemerintahan. ¢) Pemantauan, kesadaran
(awareness) adalah tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi
dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakkan
ke arah tujuan atau menjauh dari itu. BPD sebagai pelaksana pengawasan peraturan desa
dan ketetapan Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu juga menerapkan
dan melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati dan
ditetapkan bersama sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan. d) Evaluasi,
penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi
yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non

tes. BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan evaluasi
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menyeluruh terhadap kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat mengetahui sejauh
mana keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya sehingga untuk kedepan berjalan secara efektif dan efisien;
e) Supervisi, yakni program pengukuran dan perbaikan dari kinerja kegiatan bawahan agar
memastikan bahwa tujuan perusahaan atau pemerintahan dan rencana yang dirancang
untuk dicapai.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang
turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang
bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Fungsi Anggota BPD tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 yang
menyatakan bahwa:
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Kriteria Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)d alam Pasal 56
menyatakan bahwa:
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pengucapan sumpah/janiji.
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau

tidak secara berturut-turut
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ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tata cara pengawasan
dan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa aerta
bagaimana pengaturan dalam Undang—Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
mengenai Kriteria dan prosedur pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan
teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-
dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD terdiri atas
ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka agama
serta masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran vital BPD sebagai
penerus aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, BPD bukanlah
lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan kepala desa harus
senantiasa bekerja sama dengan BPD dalam pembangunan desa. Akhir penulisan ini
menjelaskan tentang pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD. Pelaksanaan
pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk
menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja
tersebut.

Kata kunci (keyword) : Mekanisme Pengawasan BPD, Pengawasan dan Evaluasi BPD,
Pembentukan BPD
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Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa
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